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I. Informasi Program 
 

Wilayah Pendanaan : Sangihe Talaud dan Koridor Laut Sulawesi Utara 

KBA   : Perairan Sangihe   

Strategic Direction(s) : 4.  Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan 

kawasan laut 

Nama Proyek       : Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir Berbasis Masyarakat Yang 

Terimplementasi Dalam RZWP3K Di Kampung-Kampung Kawasan Pesisir 

Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Nomor Laporan  :     

Periode waktu   : Juli 2018 – Agustus 2019 (13 bulan) 

Disampaikan oleh : Ami Raini Putriraya 
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Kontribusi Mitra: Rp. 4.159.765 

 

Kontribusi donor (program) lain (jika ada):  - 

 
Periode program: Juli 2018 – Agustus 2019 

Lembaga pelaksana (mitra): Perkumpulan YAPEKA 
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II. Ringkasan 
Secara umum, kondisi program berjalan sesuai rencana. Sebagian besar dari capaian sudah tercapai dan 

memenuhi target. Hanya saja beberapa kegiatan yang berhubungan dengan buku nelayan kurang 

memenuhi target, dikarenakan masih belum tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat dan 

kurangnya dorongan dari pemerintah kampung. 

Namun demikian, beberapa capaian penting yang telah berhasil dicapai antara lain: (1) terbentuknya 

dua Kawasan Konservasi Pesisir berbasis masyarakat tambahan di Nanusa dan Nanedakele, Kecamatan 

Nusa Tabukan; (2) pengelolaan KKP di empat kampung sasaran terdahulu sudah cukup baik; (3) 

masyarakat mulai sadar pentingnya dugong dan satwa laut lainnya untuk konservasi pesisir dan laut; 

dan (4) KKP di Sangihe sudah masuk ke dalam proses pengusulan pencadangan kawasan konservasi 

dalam RZWP3K Sulawesi Utara. 

Pengusulan inisiasi masyarakat tapak seluas 66,386.62 ha bisa dicapai karena: (1) kerja multi sektor yang 

sangat baik (sektor KKP, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan); (2) komunikasi kebijakan yang aktif di 

level kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional; (3) strategi visioning yang tepat menggabungkan 

pendekatan sains dan kebijakan dalam framework SES (Social-Ecological System); (4) secara khusus, 

komunikasi kebijakan dilakukan di level pusat untuk memastikan keberlanjutan proses dan integrasi 

capaian proyek dengan target nasional. 

Adapun perubahan asumsi/resiko serta respon/tindakan lembaga adalah sebagai berikut: 

Table 1 Perubahan asumsi/resiko dan respon yang dilakukan lembaga 

Kegiatan Asumsi Respon 

1.1. Konsultasi penentuan 
zonasi KKP dan pembentukan 
kelompok pengelola KKP di 
Nanusa dan Nanedakele. 

Masyarakat Nanusa dan 
Nanedakele menyetujui adanya 
KKP dan zonasinya di wilayah 
mereka, didukung oleh 
pemerintah kampung dan MTK. 
Masyarakat Nanusa dan 
Nanedakele bersedia mengelola 
KKP di wilayah mereka dan 
membentuk kelompok dengan 
dukungan dari pemerintah 
kampung. 

Tidak ada perubahan 

1.2. Penyusunan Kesepakatan 
dan draft Peraturan Kampung 
mengenai KKP di Nanusa dan 
Nanedakele. 

Pemerintah kampung, MTK, dan 
masyarakat Nanusa dan 
Nanedakele mendukung 
keberadaan KKP dan ikut serta 
dalam penyusunan kesepakatan 
dan peraturan kampung. 

Tidak ada perubahan 

2.1. Sosialisasi pada Masyarakat dan pemerintah Tidak ada perubahan 
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masyarakat sekitar KKP dan 
kampung lain di pesisir.  

kampung di lokasi-lokasi sasaran 
mendukung dan menghadiri 
kegiatan sosialisasi. 

2.2. Cetak dan distribusi poster 
infografis. 

Kesadartahuan akan terbangun 
di tingkat masyarakat. 

Tidak ada perubahan 

2.3. Cetak dan distribusi kaos. Kesadartahuan akan terbangun 
di tingkat masyarakat. 

Tidak ada perubahan 

2.4. Sosialisasi dan sharing data 
“buku nelayan”. 

Masyarakat nelayan bersedia 
mendukung dan ikut serta 
dalam kegiatan sosialisasi dan 
sharing data “buku nelayan”. 

Tidak ada perubahan 

3.1. Penyusunan rencana 
pengelolaan KKP di kampung 
Batuwingkung, Nusa, Bukide, 
Bukide Timur, Nanusa dan 
Nanedakele yang terintegrasi 
dengan perencanaan 
pembangunan desa (RPJM 
Kampung dan RKP Kampung). 

Kelompok pengelola KKP dan 
pemerintah kampung terlibat 
aktif dalam penyusunan rencana 
pengelolaan KKP dan 
integrasinya ke dalam dokumen 
perencanaan pembangunan 
kampung. 

Tidak ada perubahan 

3.2. Lokakarya dengan pihak 
terkait di tingkat kabupaten 
untuk pengawasan dan 
pengamanan KKP 

Kelompok pengelola KKP, 
pemerintah kampung, MTK, 
DKP Kabupaten, 
Bakamla/Polairud/Babinsa 
mendukung dan sepakat untuk 
bekerja sama dalam 
pengawasan dan pengamanan 
KKP. 

Tidak ada perubahan 

3.3. Pelatihan dan pengenalan 
“buku nelayan” sebagai alat 
monitoring dampak KKP bagi 
masyarakat. 

Masyarakat nelayan bersedia 
bekerja sama dalam 
pencatatan “buku nelayan” 
secara aktif. 
Masyarakat memiliki 
kemampuan baca-tulis yang 
mencukupi. 

Tidak ada perubahan 

3.4. Pendampingan pencatatan 
“buku nelayan” dan 
pendampingan untuk 
pengawasan KKP. 

Masyarakat nelayan bersedia 
bekerja sama dalam 
pencatatan “buku nelayan” 
secara aktif. 
Masyarakat memiliki 
kemampuan baca-tulis yang 
mencukupi. 

Menghimbau untuk dilakukan 
pembagian peran antara laki-
laki dan perempuan dalam 
keluarga. Namun hal ini 
ternyata masih belum 
membuahkan hasil.  
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3.5. Analisis data hasil 
pencatatan “buku nelayan”. 

Buku Nelayan diisi dengan baik 
dan konsisten. 

Hanya satu hasil analisis karena 
hanya satu kampung yang 
mencatat.  

4.1. Rangkaian konsultasi 
dengan DKP tingkat 
Kabupaten. 

Kelompok pengelola KKP, 
pemerintah kampung, dan DKP 
Kabupaten bersedia untuk 
berdiskusi dalam 
mengintegrasikan KKP di 
Sangihe ke dalam RZWP3K dan 
atau turunannya. 

Tidak ada perubahan 

4.2. Rangkaian konsultasi 
dengan DKP dan Bappeda 
tingkat Provinsi untuk 
mengintegrasikan KKP berbasis 
masyarakat di Sangihe ke 
dalam RZWP3K dan atau 
turunannya. 

DKP Provinsi dan Bappeda 
bersedia untuk berdiskusi 
dalam mengintegrasikan KKP di 
Sangihe ke dalam RZWP3K dan 
atau turunannya. 

Tidak ada perubahan 

4.3. Diseminasi proyek di 
tingkat provinsi. 

Kelompok pengelola KKP, 
pemerintah kampung, DKP 
Kabupaten, DKP Provinsi, dan 
Bappeda bersedia untuk 
berdiskusi dalam 
mengintegrasikan KKP di 
Sangihe ke dalam RZWP3K dan 
atau turunannya. 

Tidak ada perubahan 
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III. Capaian 

A. Objektif proyek 

Objektif atau tujuan dari proyek ini adalah “pengembangan dan perluasan KKP berbasis masyarakat di 

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mengintegrasikannya ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.” 

Objektif ini telah dicapai dengan terpenuhinya indikator-indikator sebagai berikut: 

● Terbentuknya KKP di Nanusa dan Nanedakele, berikut kelompok pengelolanya. 

● Setidaknya masyarakat di kampung sasaran penyadartahuan menyadari dan mengetahui pentingnya 

dugong dan satwa laut lainnya. 

● Masyarakat mampu melakukan monitoring KKP secara mandiri, kelompok pengelola terintegrasi ke 

dalam Pokmaswas, dan pengawasan dugong masuk ke dalam tupoksi Pokmaswas. 

● KKP di Sangihe masuk dan terintegrasi ke dalam RZWP3K dan atau turunannya. 

Indikator 1: Terbentuknya KKP di Nanusa dan Nanedakele, berikut kelompok pengelolanya 

Persiapan pembentukan KKP berbasis masyarakat (KKP-BM) di Nanusa dan Nanedakele sebenarnya 

sudah dimulai sejak sebelum proyek dimulai, yaitu di tahun 2017 ketika pembentukan KKP-BM di Nusa, 

Bukide, dan Bukide Timur berproses. Dengan kata lain, KKP di Nanusa dan Nanedakele adalah outcome 

tambahan dari proyek CEPF pendahulunya di Sangihe. Persiapan pembentukan ini antara lain koordinasi, 

sosialisasi, dan konsultasi dengan perwakilan pemerintah desa/kampung dan masyarakat di Nanusa dan 

Nanedakele. Selain itu, kedua kampung ini juga telah menandatangani kesepakatan bersama antar 

kampung dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kecamatan Nusa Tabukan. 

KKP-BM di Nanusa dan Nanedakele terbentuk pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan ditandatanganinya 

berita acara pembentukan KKP yang ditandatangani oleh Kapitalaung (kepala kampung), MTK (Majelis 

Tua-tua Kampung)/BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 

dan seorang wakil dari masyarakat. 
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Figure 1 Berita acara musyawarah pembentukan KKP-BM di Kampung Nanusa, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten 
Kepulauan Sangihe 
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Figure 2 Berita acara musyawarah pembentukan KKP-BM di Kampung Nanedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten 
Kepulauan Sangihe 

 

Pembentukan KKP-BM di Kampung Nanusa dan Nanedakele ini juga disertai dengan pembentukan 

kelompok pengelola KKP. Berita acara pembentukan kelompok ini disepakati dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh Kapitalaung (kepala kampung), MTK/BPD, LPM dan seorang wakil dari masyarakat. 
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Figure 3 Berita acara musyawarah pembentukan kelompok pengelola KKP-BM di Kampung Nanusa, Kecamatan Nusa Tabukan, 
Kabupaten Kepulauan Sangihe 
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Figure 4 Berita acara musyawarah pembentukan kelompok pengelola KKP-BM di Kampung Nanedakele, Kecamatan Nusa 
Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe 

 

Konsultasi masyarakat dilakukan pada kuartal I proyek di masing-masing kampung. Konsultasi ini 

bertujuan untuk menentukan zonasi-zonasi atau area-area dengan peruntukan khusus yang ada di 

dalam wilayah KKP-BM. Konsultasi ini dihadiri oleh Kapitalaung, perangkat kampung dan wakil-wakil 

masyarakat. 
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Figure 5 Musyawarah penentuan zonasi KKP-BM Kampung Nanusa 

 

Figure 6 Musyawarah penentuan zonasi KKP-BM Kampung Nanedakele 

Kampung Nanusa telah menyepakati pembentukan KKP-BM seluas 60.95 ha, yang terdiri dari 5 ha untuk 

zona inti dan 55.93 untuk zona pemanfaatan. Sedangkan Kampung Nanedakele menyepakati untuk 

membentuk KKP-BM seluas 89.09, yang terdiri dari zona inti 8.03 ha, zona perikanan terbatas 19.19 ha, 

dan zona perikanan berkelanjutan 61.87 ha. 
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Figure 7 Peta KKP-BM Kampung Nanusa 

 



 17 

 

Figure 8 Peta KKP-BM Kampung Nanedakele 

 

Indikator 2: Setidaknya masyarakat di kampung sasaran penyadartahuan menyadari dan 

mengetahui pentingnya dugong dan satwa laut lainnya 

Kegiatan penyadartahuan dilakukan di kuartal II dan III, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat 

kampung. Kegiatan di tingkat kecamatan dilakukan untuk memperoleh peserta dengan cakupan yang 

lebih luas dan sekaligus diketahui oleh pemerintah di tingkat kecamatan. Peserta yang diundang adalah 

perwakilan dari pemerintah kampung-kampung yang ada di dalam wilayah ketiga kecamatan tersebut. 

Kegiatan penyadartahuan di tingkat kecamatan dilakukan dalam bentuk Workshop Membangun 

Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kecamatan Nusa Tabukan, Tabukan Selatan, dan 

Tabukan Selatan Tengah. Sedangkan di tingkat kampung, penyadartahuan dilakukan di Kampung 
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Laotongan, Palareng, Beeng Darat, dan Bulo. Kegiatan ini mengundang perangkat kampung, MTK, dan 

wakil masyarakat dan nelayan. 

 

Figure 9 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Nusa Tabukan 
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Figure 10 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Tabukan Selatan 

 

Figure 11 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 
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Dalam kegiatan-kegiatan penyadartahuan ini juga ditandatangani kesepakatan bersama antar kampung 

untuk pengelolaan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Kesepakatan bersama yang telah 

ditandatangani adalah di Kecamatan Tabukan Selatan. Untuk Kecamatan Nusa Tabukan, draft 

kesepakatan belum ditandatangani karena masih belum ada kesepakatan batas wilayah antara Nanusa 

dan Nanedakele. Selain itu, Kapitalaung Nanusa meninggal dunia, sehingga penandatanganan masih 

tertunda. Kesepakatan di Nusa Tabukan rencananya akan ditandatangani pada tanggal 13 September 

2019 di acara pembahasan batas wilayah yang difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Sangihe. 

Sedangkan kesepakatan di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah belum ditandatangani karena beberapa 

kampung mengusulkan penambahan poin kesepakatan, yaitu Peraturan Kampung tentang pengelolaan 

pesisir mandiri yang telah dilakukan oleh Beeng Laut selama beberapa tahun terakhir. Menurut Kepala 

Seksi Pemerintahan Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, kesepakatan ini akan ditandatangani setelah 

poin kesepakatan ini ditambahkan. 

 

Figure 12 Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Tabukan Selatan mengenai pengelolaan sumber daya alam 
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Figure 13 Draft Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Nusa Tabukan mengenai pengelolaan sumber daya alam 

 

Figure 14 Draft Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah mengenai pengelolaan sumber 
daya alam 

 

Kegiatan penyadartahuan lain yang dilakukan adalah cetak dan distribusi kaos dan poster. PEsan yang 

disampaikan adalah mengenai kecintaan terhadap laut dan dugong. Kaos didistribusikan khususnya 

kepada perangkat kampung dan anggota kelompok pengelola KKP. Sedangkan poster ditujukan untuk 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal penanganan dugong terdampar. 
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Figure 15 Desain kaos 

 

Figure 16 Desain poster dugong 
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Indikator 3: Masyarakat mampu melakukan monitoring KKP secara mandiri, kelompok 

pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas, dan pengawasan dugong masuk ke dalam tupoksi 

Pokmaswas 

Sejak tahun 2017, terhitung sudah ada 6 KKP berbasis masyarakat yang terbentuk di Sangihe. Keenam 

KKP tersebut adalah Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, Nusa, Nanusa, dan Nanedakele. Empat 

diantaranya merupakan capaian dari proyek CEPF 2015-2017 (Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, dan 

Nusa), dan 2 sisanya adalah capaian dari proyek CEPF 2018-2019 (Nanusa dan Nanedakele). Masyarakat 

dari kampung yang menginisiasi KKP di tahun 2017, yaitu di Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, dan 

Nusa, telah melaksanakan pengawasan dan monitoring KKP secara mandiri. Sebagian dari kegiatan 

pengawasan ini didanai oleh dana desa. Dua dari keempat kampung ini, yaitu Bukide Timur dan 

Batuwingkung, bahkan telah berhasil menangkap pelanggar yang melanggar Peraturan Kampung 

(Perkam) yang mengatur KKP di Bukide Timur dan Batuwingkung. Pelanggaran-pelanggaran ini 

didokumentasikan oleh perangkat kampung dan kelompok pengelola, dan pelanggar diberi sanksi sesuai 

Perkam yang berlaku. Sanksinya berupa menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan 

mengulangi pelanggaran yang dilakukan. 

Berikut ini adalah contoh beberapa dokumentasi dari pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh 

pelanggar di Kampung Batuwingkung. 

 

Figure 17 Dokumentasi beberapa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelanggar di Kampung Batuwingkung 
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Figure 18 Kapitalaung Bukide Timur menunjukkan jaring hasil sitaan pelanggaran di KKP Bukide Timur. Pelanggaran terjadi 
bulan Februari 2019 

Bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam monitoring KKP yang mereka bangun adalah 

monitoring hasil tangkapan ikan dalam bentuk buku nelayan. Buku nelayan ini disosialisasikan di 

Kampung Nanedakele, Nanusa, Nusa, Bukide, Bukide Timur, Batuwingkung, Laotongan dan Bulo. Namun 

demikian, masih banyak kendala dalam monitoring menggunakan buku nelayan ini. Dari 8 kampung 

yang telah disosialisasi dan dilatih untuk mengisi buku nelayan, hanya Batuwingkung yang mengisi 

walaupun tidak rutin setiap hari. Kendala yang dihadapi adalah nelayan yang lupa mengisi setelah 

kembali dari laut. Rekomendasi lanjutan dari kami untuk monitoring tangkapan ikan ini adalah membagi 

tugas dengan kaum ibu/perempuan. Ketika bapak-bapak kembali dari laut, ibu-ibu yang akan mencatat 

hasil tangkapan mereka. 
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Figure 19 Hasil pengisian buku nelayan milik salah satu warga Kampung Batuwingkung 

Indikator 4: KKP di Sangihe masuk dan terintegrasi ke dalam RZWP3K dan atau turunannya 

Keenam KKP-BM di Sangihe sudah diusulkan untuk menjadi pencadangan kawasan konservasi dalam 

RZWP3K. Rangkaian ini dimulai sejak kuartal I sampai berakhirnya proyek. Rangkaian pertemuan 

konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi dilakukan baik secara 

formal (pertemuan terjadwal, menghadiri undangan) dan informal (melalui telepon dan pesan singkat). 

Komunikasi dengan pemerintah di tingkat pusat, yaitu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga 

dilakukan melalui Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Ruang Laut. 

Adapun area yang sedang dalam proses pengusulan pencadangan ini adalah wilayah Kecamatan Nusa 

Tabukan, Tabukan Selatan, dan Tabukan Selatan Tengah dengan luas indikatif 66,386.62 ha. 
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Figure 20 Peta pengusulan pencadangan kawasan konservasi di Sangihe 

 

B. Output 
Output atau capaian yang diharapkan dalam proyek ini antara lain terbentuknya KKP berbasis 

masyarakat beserta kelembagaannya di Nanusa dan Nanedakele yang terintegrasi ke dalam kebijakan 
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pemerintah kampung, masyarakat sadar akan pentingnya dugong dan satwa laut penting lainnya dan 

merubah perilaku yang mengancam kelestariannya, kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, 

pengawasan dan monitoring KKP meningkat, dan kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas 

serta pengawasan dugong terintegrasi dalam tupoksi Pokmaswas melalui monitoring buku nelayan dan 

zona KKP berbasis masyarakat di Sangihe masuk/terintegrasi ke dalam RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara 

dan atau turunannya. 

Capaian-capaian ini disusun untuk mencapai tujuan proyek, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Indikator-indikator dari masing-masing capaian ini akan dijelaskan seperti di bawah ini. 

Output 1: Terbentuknya KKP berbasis masyarakat beserta kelembagaannya di Nanusa dan 

Nanedakele yang terintegrasi ke dalam kebijakan pemerintah kampung  

Kegiatan yang direncanakan pada output ini antara lain konsultasi penentuan zonasi KKP dan 

pembentukan kelompok pengelola KKP di Nanusa dan Nanedakele dan penyusunan kesepakatan dan 

draft Peraturan Kampung mengenai KKP di Nanusa dan Nanedakele. Indikator dari kedua kegiatan ini 

adalah peta KKP Nanusa dan Nanedakele dan zonasinya disetujui oleh masyarakat Nanusa dan 

Nanedakele, terbentuk kelompok pengelola KKP di Nanusa dan Nanedakele yang disahkan oleh SK 

Kapitalaung, dan tersusun draft peraturan kampung mengenai KKP di Nanusa dan Nanedakele. 

 

Figure 21 Draft Peraturan Kampung mengenai KKP di Nanusa (kiri) dan Nanedakele (kanan) 

Kegiatan konsultasi penentuan zonasi KKP dan pembentukan kelompok pengelola KKP di Nanusa dan 

Nanedakele dilakukan pada bulan Oktober 2018. Tanggal 11 Oktober 2018 di Nanusa, dan tanggal 15 

Oktober 2018 di Nanedakele. Dari pertemuan ini, zonasi dalam KKP Nanusa dan Nanedakele disepakati 
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oleh Kapitalaung, perangkat kampung, dan wakil masyarakat. Sedangkan pembentukan kelompok 

pengelola KKP di Nanusa dilakukan tanggal 11 Oktober 2018 dan di Nanedakele tanggal 15 Oktober 

2018. Kesepakatan dan penyusunan draft peraturan kampung dilakukan tanggal 11 Oktober 2018 di 

Nanusa dan 18 Oktober 2018 di Nanedakele. Dalam pertemuan ini juga disusun rencana kerja jangka 

menengah kelompok pengelola KKP Nanusa (2018-2020). 

Luas area kelola masyarakat yang disepakati di kedua kampung ini adalah seluass 150.04 ha. Kampung 

Nanusa telah menyepakati pembentukan KKP-BM seluas 60.95 ha, yang terdiri dari 5 ha untuk zona inti 

dan 55.93 untuk zona pemanfaatan. Sedangkan Kampung Nanedakele menyepakati untuk membentuk 

KKP-BM seluas 89.09, yang terdiri dari zona inti 8.03 ha, zona perikanan terbatas 19.19 ha, dan zona 

perikanan berkelanjutan 61.87 ha. 

Output 2: Masyarakat sadar akan pentingnya dugong dan satwa laut penting lainnya dan 

merubah perilaku yang mengancam kelestariannya  

Kegiatan yang direncanakan dalam output ini antara lain sosialisasi pada masyarakat sekitar KKP dan 

kampung lain di pesisir, cetak dan distribusi poster infografis, cetak dan distribusi kaos, dan sosialisasi 

dan sharing data “buku nelayan”. Indikator-indikator dari keempat kegiatan ini adalah setidaknya 20 

anggota masyarakat di masing-masing kampung sasaran sosialisasi mengikuti kegiatan sosialisasi, 

setidaknya 50 poster tersebar di masing-masing kampung-kampung sasaran sosialisasi, setidaknya 10 

kaos tersebar di kampung yang memiliki KKP, dan setidaknya 10 nelayan mengikuti sosialisasi dan 

sharing data “buku nelayan” di masing-masing kampung sasaran. 

Kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan workshop kesepakatan bersama antar kampung untuk 

pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Tabukan Selatan dilaksanakan pada 

tanggal 18 Oktober 2018, Kecamatan Nusa Tabukan pada tanggal 21 Oktober 2018, dan Kecamatan 

Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 22 Oktober 2018. Sedangkan sosialisasi di Kampung Laotongan 

dilakukan pada tanggal 14 November 2018, Kampung Palareng tanggal 16 November 2018, Kampung 

Beeng Darat tanggal 19 November 2018, dan Kampung Bulo tanggal 5 Desember 2018. Materi sosialisasi 

meliputi pentingnya KKP dan konservasi daerah pesisir. 
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Figure 22 Serah terima poster dugong kepada Kapitalaung Batuwingkung 

 

Figure 23 Serah terima poster dugong kepada perangkat Kampung Nusa 
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Figure 24 Poster dugong yang terpasang di Kampung Barangka 

 

Figure 25 Poster dugong yang terpasang di Kampung Batuwingkung 
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Distribusi kaos dilakukan utamanya di kampung-kampung yang memiliki KKP, yaitu Batuwingkung, 

Bukide, Bukide Timur, Nusa, Nanusa, dan Nanedakele. Sedangkan distribusi poster dugong dilakukan di 

Batuwingkung, Bulo, Laotongan, Beeng Laut, Bukide, Bukide Timur, Nusa, Nanusa, dan Nanedakele. 

Pertemuan sharing hasil buku nelayan hanya dilakukan di Kampung Batuwingkung, karena dari 

pelaksanaannya, hanya kampung ini yang cukup rutin mengisi buku nelayan. Kendala pengisian buku 

nelayan ini terjadi karena kebanyakan nelayan masih belum terbiasa untuk mengisi setiap hari mereka 

pulang dari laut. Selain itu, pemerintah kampung juga masih belum serius untuk menindaklanjuti 

kegiatan ini, walaupun mereka mengakui data hasil buku nelayan ini akans angat berguna bagi mereka 

melengkapi profil kampung. 

Output 3: Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan monitoring KKP 

meningkat, dan kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas serta pengawasan 

dugong terintegrasi dalam tupoksi Pokmaswas melalui monitoring buku nelayan 

Untuk mencapai output ini, kegiatan yang direncanakan antara lain penyusunan rencana pengelolaan 

KKP di kampung Batuwingkung, Nusa, Bukide, Bukide Timur, Nanusa, dan Nanedakele yang terintegrasi 

dengan perencanaan pembangunan desa, lokakarya dengan pihak terkait di kabupaten untuk 

pengawasan dan pengamanan KKP, pendampingan pencatatan buku nelayan dan pengawasan KKP, dan 

analisis data hasil pencatatan buku nelayan. 

Penyusunan rencana pengelolaan KKP di Nanusa dan Nanedakele dilakukan bersamaan dengan proses 

pembentukan kelompok pengelola KKP di kedua kampung ini. Poin-poin utama dari rencana 

pengelolaan di Nanusa dan Nanedakele antara lain pengawasan, dan pengadaan tali, jangkar, dan 

pelampung tanda batas. Sedangkan untuk Batuwingkung, Bukide, dan Bukide Timur, pengusunan 

rencana pengelolaan KKP ini merupakan penyusunan rencana pengelolaan lanjutan dari rencana 

pengelolaan yang sudah ada sebelumnya. 

Penyusunan rencana pengelolaan KKP di Bukide Timur dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019, 

Batuwingkung tanggal 22 Agustus 2018, dan Bukide tanggal 12 September 2018. Poin-poin penting dari 

rencana pengelolaan di Bukide Timur adalah peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam monitoring 

ekologi, peningkatan kapasitas anggota dalam ekowisata berbasis masyarakat, pengadaan peralatan 

untuk patroli dan monitoring, kegiatan bersih KKP, pendokumentasian pelanggaran, dan publikasi KKP 

dalam media sosial.  
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Figure 26 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Bukide Timur 

Di Kampung Bukide, poin-poin utama dari rencana pengelolaan KKP mereka antara lain peremajaan 

tanda batas KKP yang rusak/hanyut terbawa arus, pengadaan peralatan untuk pengawasan dan 

monitoring, bersih pantai, transplantasi karang, peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam 

monitoring ekologi, pencatatan hasil tangkapan nelayan dalam buku nelayan, dan rencana 

memindahkan zona inti ke lokasi yang arusnya tidak begitu kencang. 
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Figure 27 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Bukide 

Sedangkan di Kampung Batuwingkung, poin-poin utama rencana pengelolaan mereka adalah sebagai 

berikut: sosialisasi larangan penggunaan kompresor, kegiatan bersih KKP, kegiatan patroli dan 

pengawasan, pengadaan peralatan untuk pengawasan dan monitoring, pembangunan sekretariat 

kelompok, penambahan tanda batas KKP, perencanaan pembuatan zona rehabilitasi karang, 

peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam pengelolaan, dan monitoring ekologi, monitoring 

tangkapan ikan dengan buku nelayan, dan koordinasi dengan POLAIRUD dan LANAL untuk pengamanan 

KKP. 
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Figure 28 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Batuwingkung 

Lokakarya dengan pihak terkait di tingkat kabupaten untuk pengawasan dan pengamanan KKP 

dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019 di ruang pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 

Sangihe. Turut mengundang juga perwakilan dari Pangkalan TNL AL (LANAL) Sangihe, POLAIRUD, dan 

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna. Dalam lokakarya ini disepakati 

bahwa pemerintah kampung dan kelompok pengelola KKP dapat melaporkan pelanggaran yang 

termasuh ke dalam pelanggaran berat ke instansi-instansi pemerintah yang terkait. Selain itu, sinergi 

juga diharapkan terjadi antara LANAL/POLAIRUD dan pemerintah kampung, karena kedua instansi ini 

memiliki program sosialisasi mengenai perlindungan dan keamanan laut. 

Dari pihak Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga menyanggupi untuk 

mendukung pemerintah kampung dan kelompok pengelola jika terbukti ada pelanggaran yang 

melanggar undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya lokakarya ini diharapkan 

adanya kerjasama yang baik di masa depan antara instansi pemerintah kabupaten dengan pemerintah 

kampung dan kelompok pengelola dalam penjagaan dan pengamanan wilayah laut. 
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Figure 29 Koordinasi dengan Pangkalan TNI AL di Tahuna 

 

Figure 30 Koordinasi dengan POLAIRUD di Tahuna 
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Figure 31 Kegiatan Lokakarya Membangun Mekanisme Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Pesisir Berbasis 
Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe 

 

Figure 32 Berita acara kesepakatan mekanisme pengawasan dan pengamanan KKP-BM di Sangihe 
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Kegiatan pelatihan dan pengenalan buku nelayan dilakukan di Kampung Bukide, Bukide Timur, Nusa, 

Nanusa, Nanedakele, Batuwingkung, Bulo, Laotongan, Palareng, dan Beeng Darat, di kuartal ke II dan III. 

Dalam kegiatan ini telah disepakati bahwa akan ada 10 nelayan dari masing-masing kampung yang akan 

diujicobakan untuk melakukan pencatatan setiap kali mereka pulang melaut. Pencatatan hasil melaut ini 

dimaksudkan untuk mengukur dampak KKP-BM secara ekonomi. Parameter yang diukur adalah tanggal, 

lokasi tangkap, alat tangkap, jenis ikan, jumlah ikan hasil tangkapan, jumlah ikan yang dikonsumsi, hasil 

penjualan hasil tangkapan, dan modal yang dikeluarkan. 

 

Figure 33 Contoh format pencatatan buku nelayan 

Dalam pencatatannya, nelayan didampingi untuk mencatat buku nelayan. Pendampingan pertama 

dilakukan segera setelah pelatihan selesai. Pendampingan selanjutnya dilakukan setiap kali tim lapangan 

mengunjungi kampung-kampung tersebut. Kendala yang dihadapi cukup besar, karena nelayan-nelayan 

ini tidak terbiasa untuk mencatat. Keluhan yang banyak didengar adalah setiap kali pulang melaut 

mereka sudah terlalu lelah sehingga lupa mencatat. Selain itu, walaupun pemerintah kampung 

mengakui bahwa pencatatan ini akan sangat membantu mereka dalam melengkapi profil desa, 

tampaknya mereka belum serius dalam mendukung kegiatan buku nelayan ini. 

Dari 10 kampung yang diberi pelatihan buku nelayan, hanya 1 kampung yang tampak cukup termotivasi 

dalam kegiatan ini. Kampung tersebut adalah Batuwingkung. Walaupun demikian, masih ada beberapa 

orang nelayan yang belum mengisi. 
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Output 4: Zona KKP berbasis masyarakat di Sangihe masuk/terintegrasi ke dalam RZWP3K 

Provinsi Sulawesi Utara dan atau turunannya  

Kegiatan yang direncanakan dalam output ini adalah rangkaian konsultasi dengan DKP tingkat 

kabupaten, rangkaian konsultasi dengan DKP dan Bappeda tingkat provinsi, dan rangkaian FGD di tingkat 

provinsi untuk mengintegrasikan KKP berbasis masyarakat di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau 

turunannya. 

Konsultasi dengan DKP tingkat kabupaten sudah dilakukan sejak sebelum proyek ini dimulai. Setelah 

proyek CEPF pertama di Sangihe selesai di akhir tahun 2017, kami sudah mulai berdiskusi dengan DKP 

Kabupaten Sangihe untuk menyusun rencana pengintegrasian KKP berbasis masyarakat di Sangihe ke 

dalam dokumen perencanaan wilayah di tingkat provinsi. Selain untuk memberikan pengakuan atas 

inisiatif-inisiatif masyarakat di tingkat tapak dalam hal konservasi pesisir dan laut, hal ini juga 

dimaksudkan agar inisiatif-inisiatif yang sudah terbangun dengan baik dengan semangat masyarakat 

tapak tidak berbenturan dengan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini 

wewenangnya dipegang oleh pemerintah di tingkat provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah). 

Secara informal, konsultasi dengan DKP tingkat kabupaten selalu kami lakukan baik melalui tatap muka, 

maupun telepon. Secara formal, konsultasi dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2018 di ruang pertemuan 

DKP Kabupaten Sangihe. Hasil konsultasi ini adalah kesepakatan bahwa DKP Kabupaten Kepulauan 

Sangihe akan mendukung usaha pengusulan KKP berbasis masyarakat Sangihe sebagai pencadangan 

kawasan konservasi. 
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Figure 34 Konsultasi dengan DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Konsultasi dengan DKP tingkat provinsi dimulai pada tanggal 21 September 2018. YAPEKA menghadiri 

undangan Diskusi Publik Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP3K 

Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh DKP Sulawesi Utara. Dalam diskusi ini dibahas rancangan peta 

perbaikan dari Pokja RZWP3K. Salah satu hasil dari diskusi ini adalah untuk segera mendorong inisiatif-

inisiatif masyarakat tapak, seperti halnya KKP di Sangihe, untuk diusulkan ke dalam pencadangan 

kawasan konservasi dalam RZWP3K. 
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Figure 35 Diskusi publik yang diselenggarakan oleh DKP Provinsi Sulawesi Utara untuk membahas Perda No. 1 Tahun 2017 

Diskusi selanjutnya dilakukan di kuartal II untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil. Pada 

tanggal 21 November 2018, DKP Provinsi Sulawesi Utara menyarankan kepada YAPEKA untuk membuat 

diskusi konsultasi yang mengundang SKPD terkait di tingkat provinsi untuk membahas masalah 

pengusulan pencadangan kawasan konservasi di Sangihe ini. 
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Figure 36 Diskusi tanggal 21 November 2018 dengan Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Jenis Ikan DKP Provinsi Sulawesi 
Utara 

Konsultasi dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, juga kami lakukan di kuartal ke II pada tanggal 22 November 2018. Staf 

Direktorat KKHL menyarankan untuk mengkonsolidasikan semua data yang ada, termasuk peta, untuk 

bertemu dengan para pihak di tingkat provinsi. 
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Figure 37 Pertemuan dengan salah satu staf Direktorat KKHL, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 November 
2018 

Tindak lanjut dari ketiga pertemuan ini dilaksanakan di kuartal III pada tanggal 6 Maret 2019. Konsultasi 

ini mengundang SKPD terkait di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe, 

dan dari kalangan LSM dan akademisi. Dalam pertemuan ini, YAPEKA mengutarakan hasil kerja di 

Sangihe sejak tahun 2015 dan maksud kami untuk mengusulkan inisiatif-inisiatif masyarakat ini menjadi 

pencadangan kawasan konservasi. Rekomendasi dari diskusi dan konsultasi ini adalah diadakannya 

Diskusi Kelompok Terarah yang mengundang para pihak di tingkat tapak, tingkat kecamatan, tingkat 

kabupaten, dan DKP Provinsi Sulawesi Utara. 
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Figure 38 Konsultasi dengan para pihak di pemerintah tingkat provinsi pada tanggal 6 Maret 2019 

Berdasarkan rekomendasi dari konsultasi pada tanggal 6 Maret 2019, kegiatan FGD di tingkat provinsi 

untuk mengintegrasikan KKP berbasis masyarakat di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau turunannya 

diadakan dalam bentuk Diskusi Kelompok Terarah pada tanggal 23 Juli 2019. Diskusi ini diselenggarakan 

di ruang pertemuan DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan turut mengundang perwakilan dari Seksi 

Konservasi dan Perlindungan Jenis Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara dan Direktorat 

KKHL, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Tanggal 16 Juli 2019, YAPEKA mengadakan audiensi ke Bapak Direktur Konservasi Keanekaragaman 

Hayati Laut (KKHL) di kantornya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pertemuan ini kami 

memaparkan hasil kerja kami dalam usaha-usaha konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di 

Sulawesi Utara, termasuk wilayah kerja YAPEKA dalam CEPF. Bapak Direktur KKHL menyambut baik 

pemaparan ini, dan mengajak YAPEKA untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung 

sinergitas antara YAPEKA dan KKP. Bapak Direktur KKHL juga menyampaikan dukungannya terhadap 

pendampingan masyarakat di tingkat tapak yang selama ini dilakukan YAPEKA dalam CEPF. 
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Figure 39 Pertemuan dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 16 Juli 2019 

Hasil dari Diskusi Kelompok Terarah ini adalah ditandatanganinya berita acara yang menyepakati 

diusulkannya “Kluster Nusa Tabukan, Tabukan Selatan, dan perairan di sekitarnya di Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara” seluas 66,386.62 ha untuk dicadangkan sebagai kawasan 

konservasi melalui SK Gubernur Sulawesi Utara. Namun demikian, Diskusi Kelompok Terarah ini baru 

menjadi langkah awal perjuangan untuk mencadangkan KKP berbasis masyarakat di Sangihe sebagai 

kawasan konservasi. Perlu diadakan pertemuan-pertemuan lanjutan sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Figure 40 Diskusi Kelompok Terarah tanggal 23 Juli 2019 di Tahuna 
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Figure 41 Berita acara kesepakatan Diskusi Kelompok Terarah tanggal 23 Juli 2019 

Kami mengadakan pertemuan kembali dengan Direktorat KKHL pada tanggal 14 Agustus 2019 untuk 

melaporkan perkembangan hasil kerja kami di Sulawesi Utara, termasuk perkembangan pengusulan 

pencadangan kawasan konservasi seluas 66,386.62 ha. Dalam kesempatan ini juga kami mengundang 

Dr. Donna Kwan dari CMS Dugong MOU (UNEP) untuk membicarakan proyek konservasi lamun dan 

dugong yang baru setelah CEPF berakhir. Proyek berskala regional Asia Tenggara ini rencananya akan 

diimplementasi pada kuartal IV tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal ini merupakan salah satu dari 

dampak program CEPF di Sangihe, Sulawesi Utara. 

 

Figure 42 Pertemuan dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 14 Agustus 2019 
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IV. Perubahan  
1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK 

menyasar pada Arahan Strategis 1) 

Table 2 Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas 

Nama Spesies Prioritas Ancaman Status Dokumen verifikasi 

- - - - 

 

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA  

Table 3 Peningkatan pengelolaan terhadap KBA 

Nama KBA Bentuk Peningkatan 
Pengelolaan KBA 

Luas (bagian) KBA yang 
Mendapatkan 
Peningkatan 
Pengelolaan 

Dokumen Verifikasi 

KBA Perairan Sangihe  Pengelolaan pesisir 
berbasis masyarakat 
dlm bentuk KKP di 
Nanusa dan 
Nanedaleke 

150.04 ha Berita acara 
kesepakatan, peta KKP 
hasil kesepakatan 

KBA Perairan Sangihe Pengusulan 
pencadangan kawasan 
konservasi di Sangihe 

66,386.62 ha Berita acara 
kesepakatan, peta 
usulan pencadangan 

 

3. Perlindungan kawasan (formal protected area) 

Table 4 Perlindungan kawasan 

Nama Kawasan Bentuk Perlindungan 
Kawasan 

Luas Kawasan/Tahun 
Penetapan 

Dokumen Verifikasi 

- - - - 
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4. Penerima manfaat  

a. Karakteristik penerima manfaat (silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan) 

Table 5 Karakteristik penerima manfaat 

 Jenis Komunitas 

Nama Komunitas  

A B C D E F G Ukuran Komunitas Penerima 
Manfaat 

1 2 3 4 

Kampung 
Nanusa 

X  X      X   

Kampung 
Nanedakele 

X  X       X  

Kampung Nusa X  X        X 

Kampung 
Bukide 

X  X      X   

Kampung 
Bukide Timur 

X  X      X   

Kampung 
Batuwingkung 

X  X      X   

Kampung 
Laotongan 

X  X      X   

Kampung Bulo X  X     X    

Kampung 
Palareng 

X  X      X   

Kampung Beeng 
Darat 

X  X      X   

Kampung Beeng 
Laut 

X  X     X    

 

Keterangan: 
A. Ekonomi subsisten 
B. Small landowners 
C. Masyarakat hukum adat/komunitas lokal 
D. Pastoralists/nomadic people 
E. Recent migrants 
 

F. Komunitas perkotaan 
G. Lainnya 
1. 50-250 jiwa 
2. 251-500 jiwa 
3. 501-1000 jiwa 
4. Di atas 1000 jiwa 
 

 

b. Jumlah penerima manfaat  

Table 6 Jumlah penerima manfaat 

Jenis Manfaat Jumlah Penerima 
Manfaat (Laki-Laki) 

Jumlah Penerima 
Manfaat (Perempuan) 

Meningkatnya akses untuk air bersih   
Meningkatnya ketersediaan pangan 2845* 2546* 
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)   
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)   
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim 2845* 2845* 
Kepemilikan lahan yang jelas   
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Jenis Manfaat Jumlah Penerima 
Manfaat (Laki-Laki) 

Jumlah Penerima 
Manfaat (Perempuan) 

Pengakuan atas kearifan lokal   
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan 
keputusan di pemerintahan 

  

Peningkatan akses atas jasa lingkungan   
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)   
Lain-lain   
Total Penerima Manfaat  2845* 2845* 

*Asumsi jumlah penerima manfaat adalah jumlah penduduk yang ada di kampung-kampung sasaran 

kegiatan. 

5. Regulasi/kebijakan lokal  

Table 7 Regulasi/kebijakan lokal 

Nama 
Regulasi/Kebijakan 

Ruang Lingkup 
(nasional, 

lokal, desa) 

Topik Hasil yang Diharapkan 

Draft peraturan 
kampung mengenai 
KKP-BM di Nanusa 

Kampung Pengelolaan 
sumber daya alam 

Draft yang disusun dapat disahkan 
menjadi Peraturan Kampung dalam 
pengelolaan sumber daya alam 
pesisir berbasis masyarakat di 
Kampung Nanusa 

Draft peraturan 
kampung mengenai 
KKP-BM di Nanedakele 

Kampung Pengelolaan 
sumber daya alam 

Draft yang disusun dapat disahkan 
menjadi Peraturan Kampung dalam 
pengelolaan sumber daya alam 
pesisir berbasis masyarakat di 
Kampung Nanedakele 

Kesepakatan antar 
kampung mengenai 
pengelolaan sumber 
daya alam di Tabukan 
Selatan 

Kecamatan Pengelolaan 
sumber daya alam 

Kampung-kampung di wilayah 
Kecamatan Tabukan Selatan 
sepakat dalam pengelolaan sumber 
daya alam dan pemantauan secara 
bersama-sama. 

Draft kesepakatan 
antar kampung 
mengenai pengelolaan 
sumber daya alam di 
Nusa Tabukan 

Kecamatan Pengelolaan 
sumber daya alam 

Kampung-kampung di wilayah 
Kecamatan Nusa Tabukan sepakat 
dalam pengelolaan sumber daya 
alam dan pemantauan secara 
bersama-sama. 

Draft kesepakatan 
antar kampung 
mengenai pengelolaan 
sumber daya alam di 
Tabukan Selatan 
Tengah 

Kecamatan Pengelolaan 
sumber daya alam 

Kampung-kampung di wilayah 
Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 
sepakat dalam pengelolaan sumber 
daya alam dan pemantauan secara 
bersama-sama. 

 

 



 49 

6. Jaringan kerja/forum multipihak  

Table 8 Jaringan kerja/forum multipihak 

Nama 
Jaringan/Kemitraan 

Ruang Lingkup 
(nasional, lokal) 

Tujuan Penetapan Tahun 
Penetapan 

Kesepakatan 
pengawasan dan 
pengamanan KKP-BM 
di Sangihe 

Kabupaten Adanya kerjasama dan dukungan dari para 
pihak dalam menjaga keamanan laut dari 
pelanggaran-pelanggaran peraturan 
kampung maupun peraturan perundang-
undangan. 

2019 

Kesepakatan bersama 
masyarakat untuk 
pengusulan 
pencadangan kawasan 
konservasi pesisir di 
Sangihe ke dalam 
RZWP3K 

Provinsi Sebagai salah satu dasar untuk pengusulan 
pencadangan kawasan kawasan konservasi 
Sangihe di dalam dokumen perencanaan 
wilayah laut dan pesisir di tingkat provinsi. 

2019 

 

7. Bentang alam produktif  

Table 9 Bentang alam produktif 

Nama Bentang Alam 
Produktif 

Bentuk Peningkatan 
Pengelolaan Bentang 

Alam Produktif 

Luas (bagian) Bentang 
Alam Produktif yang 

Mendapatkan 
Peningkatan 
Pengelolaan 

Dokumen Verifikasi 

- - - - 
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V. Pembelajaran 
Beberapa pembelajaran yang kami ambil dalam durasi proyek kali ini adalah sebagai berikut: 

Table 10 Pembelajaran yang diambil 

Isu Faktor Penyebab Dampak Rekomendasi 

1. Tidak adanya 

jembatan untuk 

mempertemukan 

kesulitan pengelolaan 

sumber daya pesisir dan 

laut dengan kebijakan 

atas pengakuan wilayah 

kelola masyarakat 

sudah diatur dalam 

regulasi, namun 

prosesnya agak sulit 

untuk diintervensi oleh 

program/LSM, karena 

itu ada di dalam ranah 

pemerintah. 

Adanya celah dalam 

implementasi kebijakan 

dan pengakuan atas 

wilayah kelola 

masyarakat karena 

regulasi yang 

membatasi. 

Pengelolaan di 
tingkat tapak 
belum diakui 
sebagai bagian 
dalam 
perencanaan 
pengelolaan 
pesisir dan laut di 
tingkat provinsi 
yang mempunyai 
wewenang dalam 
pengelolaan 
pesisir dan laut. 

Penyesuaian kebijakan 
untuk memudahkan 
masyarakat tapak 
mendapat 
akses/pengakuan atas 
pengelolaan wilayah 
pesisir dan laut. 

Tumpang tindih 

kebijakan lintas sektoral. 

Contoh: antara KKP dan 

Kemendagri/Kemendes. 

Perlu adanya intervensi 
untuk merumuskan nota 
kesepahaman lintas 
sektoral dalam 
pengelolaan pesisir dan 
laut di tingkat tapak. 

2. Masyarakat tapak 

dan pemerintahannya 

telah mampu 

mengintegrasikan 

program KKP-BM ke 

dalam perencanaan 

kampung. 

Program telah 

memberikan intervensi 

terhadap perubahan 

cara pandang tentang 

definisi pengelolaan 

kawasan pesisir. 

Pembangunan kawasan 

pesisir tidak hanya 

secara fisik saja, tetapi 

juga non-fisik, seperti 

peningkatan kapasitas 

masyarakat dan 

penyadartahuan. 

Sebanyak 294 juta 

dari dana desa 

telah dialokasikan 

untuk inisiasi dan 

pengelolaan KKP-

BM di Sangihe 

dalam tahun 

anggaran 2018-

2019. 

Inisiatif yang telah 
dibangun di tingkat 
tapak perlu mendapat 
perhatian dari 
pemerintah kabupaten 
dalam bentuk insentif 
atau penghargaan sesuai 
dengan kewenangan 
yang dimiliki dan 
kebutuhan masyarakat. 

3. Monitoring hasil 

tangkap melalui buku 

nelayan tidak mencapai 

target. 

Masyarakat masih 
belum mengerti 
manfaat langsung dari 
pencatatan hasil 
tangkap. 

Data pencatatan 
tidak mencukupi 
untuk analisis 
monitoring hasil 
tangkap. 

Buku nelayan atau 
kegiatan monitoring 
sejenis harus menjadi 
agenda kampung untuk 
menjamin 
keberlanjutan. 

Pencatatan bisa 
dilakukan jika dilakukan 
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Isu Faktor Penyebab Dampak Rekomendasi 

orang lain, bukan yang 
bersangkutan. 

Proses pencatatan 
disatukan dengan fungsi-
fungsi yang sejalan di 
tingkat pemerintah desa 
(misalnya di tingkat 
Kepala Urusan- Kaur) 

4. Keberlanjutan usaha 
konservasi pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 

Salah satu faktor 
penyebabnya adalah 
cerita sukses dan 
pembelajaran dari dua 
proyek CEPF di Sangihe. 

Munculnya 
dukungan dari 
CMS Dugong 
MOU - UNEP 
untuk 
melanjutkan 
pekerjaan 
konservasi pesisir 
dan laut di 
Sulawesi Utara. 

Integrasi capaian perlu 
dilakukan dengan 
proyek-proyek yang 
akan datang, dan 
memastikan 
keberlanjutan intervensi 
dan asistensi. 

5. Pengusulan kebijakan 
pengelolaan pesisir di 
tingkat provinsi yang 
tersendat. 

Pergeseran mandat 
pemerintahan di UU 
Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah 
Daerah. 

Integrasi ke 
sistem 
pemerintahan 
desa dan sistem 
tradisional  

Perlu dilakukan analisis 
kebijakan pasca projek 
untuk memastikan peran 
masyarakat pesisir 
dalam pengelolaan 
pesisir. 

6. Proses pengusulan 
pengelolaan pesisir di 
Sangihe berkontribusi 
pada target-target 
pengelolaan ruang laut 
dan spesies penting 
dilindungi (dugong). 

Adanya komunikasi 
kebijakan yang 
dilakukan YAPEKA 
dengan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 

Dukungan dari 
Direktorat 
Konservasi dan 
Keanekaragaman 
Hayati 
Laut/Direktorat 
Jenderal 
Pengelolaan 
Ruang Laut 
kepada YAPEKA 
untuk 
meneruskan 
proses 
pengusulan yang 
didukung dengan 
integrasi data 
yang mencukupi. 

Komunikasi untuk 
mendorong kebijakan 
dapat diteruskan untuk 
memastikan integrasi 
yang lebih menyeluruh. 

7. Inisiasi perlindungan 
kawasan 66,386.62ha 
bisa dilakukan. 

Adanya komunikasi dan 
kerja sama antara 
pemangku kepentingan, 
baik di tingkat tapak, 

66,386.62 ha 

sedang didorong 

untuk 

dicadangkan 

menjadi kawasan 

Perlu adanya tindak 
lanjut sampai kawasan 
dicadangkan melalui SK 
Gubernur Sulawesi 
Utara. 
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Isu Faktor Penyebab Dampak Rekomendasi 

kecamatan, kabupaten, 
provinsi, dan pusat. 

konservasi dalam 

RZWP3K Sulawesi 

Utara 
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VI. Status Keuangan 
a. Pemasukan  : Rp. 363.891.890 

b. Pengeluaran  : Rp. 454.159.765  

c. Saldo  : (Rp. 90.267.875) 

 


